
Menimbang

Itrengingat

BUPATI KOITAWE SELATAIT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATT'RAN BUPATI KOITAWE SEI"ATAN
NOMOR OP TATTUN 2Ot9

TTI|TANG

PEDOMAN PENGELOL/TAN I(TUAITGAN DESA
DI KABI'PATEIY KOITATE SELATAIT

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOI{AWE SEL/TTAIT,

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang
perlu menyempurnakan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten
Konawe Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor I Tahun 2OL6 Tentang Desa, Bupati
menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (I*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2OO3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42671;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1O4 Tahun 2OO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tanbahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tarrbahan l*mbaran Negara Republik Indinesia Nomor
5ae5);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Und,ang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 246, Ta;rrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 40, Tarmbahan l*rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a826l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ot4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 723, Talrtfuhan l-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57L7);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (I*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);
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ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2OL4

tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 20911;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 2A9al;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkemb€rngan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20371;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2O15
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT
Nomor 1222);

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Ddam Negeri Nomor 67 Tahun 2077 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLT Nomor 1223l,;

T7.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2075
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (B,enta Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1O37);

2o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2076
tentang La.poran Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1O99);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 l OO);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11O Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 89);
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Menetapkan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 155);

24.Peraltran Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2Ol7
tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1955);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 U;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O

Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2OA7 Nomor 1O);

27 . Perabaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2OL6 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 2\, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6
Tahun 2A16 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2OL6-2O21 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6).

IIIEMUTUSKAN :

PERATI'RAIY BI'PATI KOilAITE STLI\TAIT TTITTAITG
PETX)UAIT PEITGELOLITAIT KTUANGAIT DTSA DI
KABI'PATEIT KOITAWE SEI,ATAIY.

BAB T

I( TEilTI'AIT I'UTIM

ksal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.
3. Bupati adelah Bupati Konawe Se1ata:r.

4, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Konawe
Selatan.
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6, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urus€rn
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya mempakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan deng4+
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

1 1. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perenc€rnaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangan Desa.

12. Reneana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, y€ulg

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepa1a Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah peranglat Desa yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan Kepala Desa yil)g menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pirrrpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

77. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
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18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, arlalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjdankan tugas PPI(D.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang mena.mpung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam I (satu) rekening pada
Bank yang ditetapkan.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang merrurat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang teliah ditetapkan dalam APB
Desa,

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau
Perubahan Penjabaran APB Desa.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran L,anjutan yang
selanjutnya disingkat DPAI adalah dokumen yang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya.

23. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adahh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia
barang/jasa.

24. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk
dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan
dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Kepala Desa.

25. Surat Permintaan Pembayaran yaflg selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

26. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP addab inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah
kabupaten.

2T,KerugSan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yalrg nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukun baik sengaja
maupun lalai.
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BAB II
ASAS PEITGTIOL/TAil KTUANGAIT DESA

Pasal 2
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin €rnggaran.

(2) Asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
ayat (1) adalah:
a. Asas Transparan yaitu keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untrrk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan Desa;

b. Asas Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan peraturan yang berlaku;

c. Partisifatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan;

d. Tertib dan disiplin anggara.n yaitu pengelolaan
keuangan Desa dikelsla secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungj awabkan.

(3) APB Desa mempakan dasar pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PETEIOAITG I(TKT'ASAAIT

PENGEIOI"AAIT KTUANGAIT DISA

Pasal 3
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa

dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud ayat

( 1), mempunyai kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang

milik Desa;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban APB Desa;
d. Menetapkan PPKD;
e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. Menyetujui RAK Desa; dan
g. Menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan
Desa sebagaimana dimaksud ayat (2l,, Kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
DeSa selaku PPKD.

(a) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
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BAB TV
PEL/IITSAITA PTITGEIOI,AAIT XEUAITGAIT DESA

pasal 4
(1) PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), terdiri atas:

a. Sekretaris Desa; dan
b. Kaur dan Kasi.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,
bertugas sebagai koordinator PPKD.

(3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasat 5
Sekretaris Desa ssgagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (21,

mempunyai tugas:
a. Mengkordinasikan pen)rusunan dan pelaksanaan

kebijakan APB Desa;
b. Mengkordinasikan penJrusunan rancurngan APB Desa dan

rarlcatgan perubahan APB Desa;
c. Mengkordinasikan penJrusunan rancanga.n peraturan Desa

tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungiawaban pelaksanaan APB Desa;

d. Mengkordinasikan pen5rusunan r€rncangan peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan
Penjabaran APB Desa;

e. Mengkordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD;

f. Mengkordinasikan pen5rusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APB
Desa;

g. Melakukan veri{ikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

penge-l.ua.ran APB Desa.

PaEal 6
(1) Kaur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huarf b,

terdiri atas:
a. Kaur tata r,rsaha dan umum;
b. Kaur keuangan; dan
c. Kaur perencanaan.

(2) Kasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b,
terdiri atas:
a, Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayarlan.

(3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2), mempunyai tugas:
a. Melakukan tindakan yaflg mengakibatkan p,engeluaran

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
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b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnya;

c. Mengendalikan keglatan sesuai bidang tugasnya;
d. Men5rusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang

tugasnya;
e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
trrgasnya untrrk pertanggungiawaban pelaksanaan APB
Desa.

(4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
arlggaran sebagaimana dirnaksud ayat (3), dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan
dalam RKP Desa.

Pasal 7
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Pasal 6 ayat (3), dapat dibantu oleh tim yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari unsur
peraflgkat Desa, lembaga kemasyarakettan Desa dan/atau
masyarakat, ymB terdiri dtAs:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(3) Perangkat Desa ssfoagaimana dimaksud ayat (21, yaitu
pelaksana kewilayahan.

(a) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (1),
diusulkan pada saat penlrusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dirnaksud ayat (41, ditetapkan melalui
keputusan Kepala Desa.

Pasat 8
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)

huruf b, melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(2) Fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (1),

melaksanakan tugas:
a. Men5rusun RAK Desa; dan
b. Melakukan penatausahaan keuangan Desa yang

meliputi menertma menyimpan, menyetorkan,
membayar, dan menatausahakan serta
mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan
Desa dan pengeluaran dalan+ rangka pelaksanaan APB
Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Desa.
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BAB V
PENGELOLITAIT KEUANGAIT DESA

Pa88l 9
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Penatausahaan;
d, Pelaporan; dan
e. Pertanggungiawaban,

Pasal 1O
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal

9, dilakukan dengan Basis Kas.
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas Desa.

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi yang dikelola Kerientefiarr
Dalam Negeri.

Bagian Kesafit
Perencanaan

PaEaI 11
Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

PBrrt 12
(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan

penenmaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk
Bupati.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat
oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan
Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasat 13
(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal

12, dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
(21 Bupati rnelaporkan daltar rlomor rekening kas Desa

kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimclna dimaksud ayat (2), digunakan untuk
pengendalian penyaluran dana transfer.
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(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah
tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah Desa.

(5) Uang Tunai sebagaimana dimkasud ayat (4), paling lama 3
(tiga) hari dengan nilai tidak melebihi RP. 5.000.000,-
(Lima juta tlpiah).

Pasat 14
(1) Kepala Desa memerintahkan Kaur dan Kasi pelaksana

kegiatan anggaran sesuai tugasnya menJrusurl DPA paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang
APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Per{abaran
APB Desa ditetapkan.

(21 DPA sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggarirn Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 15
(1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana

dimaksud Pasal t4 ayat {21 huruf a, merinci setiap
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(2) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 14 ayat (2) huruf b, merinci lokasi, volume, biaya,
sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan
anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(3) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 14

ayat {21 huruf e, merinei satuan harga untuk setiap
kegiatan.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran rhenyerahkan
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa paling lama 6 (enam) hari ke{a setelah mendapat
perintah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal
14 ayat (1).

Pssst 15
(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi ra.nc€rngan DPA

pdinglama 15 (lima belas) han ke3a sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah
diverilikasi oleh Sekretaris Desa,

Pesal 17
(1) Kaur Keuangan menJrusun rancangan RAK Desa

berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
(2) Ranear€aa RAK Desa sebagai=rcana dimaksud ayat (1),

disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi tethadap rencarrgarr
RAK Desa yang diajukan oleh Kaur Keuangan.
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(a) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa ymtg telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 18
(1) RAK Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17, memuat arus

kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas Desa untuk mendanai
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Kepala Desa.

(2) Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana
dimaksud ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa.

Pasat 19
(1) Arus kas masuk sebagaislana dimaksud Pasal 18, memuat

semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan
Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1),
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pestt 20
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud Pasal 18, memuat

sem\la pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1),

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(3) Bukti sebagaimzura dimaksud ayat {21, mendapat

persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung
jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaa.n bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
bertanggungiawab terhadap tindakan pengeluaran belanja
atas beban APB Desa.

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua
pengeluaran ar:ggaran keg1atan sesuai dengan tugasnya.

Pesal 21
(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DP'A

yang telah disetujui Kepala Desa.
(21 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1),

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau
penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebageimzura dimaksud ayat (21,

diutamakan melalui swakelola.
(41 Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud ayat

(3), dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong
dengaa mel-ibatJcan partisipasi masyarakat un=tuk
memperluas kesempatan keda dan pemberdayaan
masyarakat setempat.
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(5) Dalam hal pelaksanErErn kegiatan tidak dapat dilaksanakan
melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang
dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan basaagljasa di Desa sebagaimana dimaksud
ayat (21, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasat 22
(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggararl mengajukan

SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggararl sesuai
dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam
DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 23
(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP

sebagaimana dimaksud Pasal 22, untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelsla tidak lebih dari
10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hd pembayaran pengadaan barang/jasa belum
dilakukan dalam wakhr 1O (sepuluh) hari kerja, Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan
dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
disimpan dalam kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaral:
sebagaimana dimaksud ayat (l), kedalam buku kas umum
dan buku pembantu panjar.

Passl 24
(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggara"n

menyanrapaikan pertanggungiawaban pencairan anggaran
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (ll, berupa bukti
transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Desa,

(2) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi
Wmbayaran dengan Witanggunglawaban pencairan
anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran.

(3) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima,
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan an#aran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Passl 25
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya

dilaksanakan melalui penyedia barang/ jasa dilakukan
setelah bararts I jasa diterima.
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(21 Pengajuan SPP sebagaicuura dimaksud ayat (1), dilampiri
dengan:
a. Per:tyataan tanggung jawab belanja; dan
b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat
(1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APB Desa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

e. Menguji ketersedian dana untuk keglatan dirnaksud;
dan

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26
(l) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai

dengan hasil verifrkasi yang dilakukan oleh sekretaris
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3).

(2) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai
dengan besaran yat-lg tertera dalam SPP setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

P*sd 27
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
menyanrpaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak seluruh kegiatan selesai.

Peset 2E
(l) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran

menJrusun RAEI pelaksanaan dari angaran ttelaqia tak
terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui
sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa mehkukan verilikasi terhadap RAB yang
diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa
menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja
tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh
sekretaris Desa,

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja
tak terduga kepada Bupati paling lama I (satu) bulan
sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
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Pesrt 29
(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban

atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai
perpajakan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melalflrkan
pemotongan pqiak terhadap pengeluaran kas Desa
sebagaimana dimaksud ayat (I).

(3) Pemotongan p4iak sebagaimana dimaksud ayat (21

meliputi pengeluaran kas Desa atas beban betanja
pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kettga
Penatausahaan

Prssl 30
(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaarr.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan

dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran
dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud
ayat l2), ditutup setiap akhir bulan.

Pesal 31
(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan

sebagaimana dimaksud Pasal 3O ayat (3), dilaporkan oleh
Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling larnbat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Paeal 32
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas

umum, yang terdiri atas:
a. Buku pembantu bank;
b. Buku pembantu pajak; dan
e, Buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud ayat (1)

hunrf a, merupakan eatatan penerimAan dan pengeluaran
melalui rekening kas Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf b, merupakan catatan penerimaan potoflgan pajak
dan pengeluaran setor€rn pajak.
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(a) Buku pembantu panjar ssbagaimana dimaksud ayat (1)

huruf c, merupakan catatan pemberian dan pertanggung-
jawaban uang panjaf,.

Pasal 33
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa, dengan cara;
a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah Desa;
b. Disetor oleh Kauf Keuangan untuk penenmaan yang

diperoleh dari pihak ketiga.

Pesal 34
(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan

RAK Desayang telah disetujui oleh Kepala Desa.
(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang

dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur
Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksa4a kegiatan
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta
telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh
Kaur Keuangan laagsung kepada penyedia atas dasar DPA
dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa unhrk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan
diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 35
(l) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud

Pasal 34 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4), dibuktikan dengan
kqritansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan.

(2) Kwitansi pengeluararr sebagaimeura dimaksud ayat (1),

ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
(3) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (U,

ditandatangani oleh penerima dana.

Bagian Keempat
Petraporan

Pasal 36
(1) Kepala Desa menyaElpaikan liaporan pehksanaan APB

Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
(21 Lapotan sebagaimana dimaksud ayat (71, tetditi dari:

a. La.poran pelaksanaan APB Desa; dan
b. [.a.poran rea]isasi kegiatan.

(3) Kepah Desa men)rusun Laporan sebagaimana dimaksud
ayat l2l, dengan cara menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud Pasal 27 paling lambat rninggu
kedua bulan Juli tahun berjalan.
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Pasal 37
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB
Desa kepada Menteri milalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan
Agustus tahun berjalan.

Bagian Keltma
Pcrtaagguagfawabaa

Pasat 38
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaban

realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap
akhir tahun an{Igetran.

(2) l.aporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud ayat
(1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
ta-hun anggar€trr berkenaan yaflg ditetapkall dengan
Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disertai
dengan:
a. Laporan keuangan, terdiri ata.s:

1. Laporan Keuangan;
2. Laporan realisasi APB Desa; dan
3. eatatan atas Laporen keuangan.

b. Laporan realisasi kegiatan akhir tahun; dan
c. Daftar prograrn sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke Desa.

Pasrl 39
(1) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud

Pasal 38, merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggara.n.

l2l Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu
kedua Bulan April tahun bedalan.

Pasal 40
(1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 36 dan Pasal 38,

diinformasikan kepada masyarakat melalui media
infsrrnasi,

l2l Informasi sebagaimarla dimaksud ayat (1), paling sedikit
memuat:
a. Laporan realisasi APB Desa;
b. Laporan realisasi kegiatan;
c. Kegiatan yang belum selesai dan/ata,u tidak

terlaksana;
d. Sisa anggafan; dan
e. Alamat pengaduan.
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BAB VI
PEMBINAAIT DAIY PTI{GAITASAIT

Bagian Kesa&t
Pemblnaan

Pasat 4l
(1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan

keuangan Desa yang dikoordinasikan dengari APIP Daertah
kabupaten.

(2) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1), dilakukan secara berjenjaag.

(3) Pembinaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat
(21, Bupati membentuk Satuan Ker1a PengeTolaan
Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat
Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

(4) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat
Kabupaten dan Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud ayat (21, furrydoman pada ketentuari peraturan
pemndang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawaean

hs4l42
(1) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh

pejabat yang berwenang sesrrai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1), mempakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Penyalahgunaan keuangan yang terjadi karena adanya
pelanggaran administrat:f dan kerugtran Negara/daerah
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 43
(1) Kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 42

ayat (3), merupakan data. berdasarkan Taporan hasil
pemeriksaan instansi yang berwenang atau APIP.

(2) L,aporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat
(1), APIP Daerah Kabupaten merekomendasikan kepada
Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam rangka pem.benan sanksi kepada Kepala Dcsa.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (21, berupa teguran
lisan, teguran tertulis, dan atau pemberhentian sementara
dari jabatan Kepala Desa sesuai dengan kctentuan
peraturan perundang-undangan.

(41 Pemberhentiari serrientara sebagaimana dimaksd ayat (3),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB VII
PEIIUTI'P

Pasat 44
Format pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur
dalam peraturan ini, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 45
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor O3 Tahun 2Ot7 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor
O3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal.tS
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
tangaT, conrrorf 2ote

SELATAN,

H. DAT{GGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal,2?ftn rq fiZOtg

SEKRETARTS DA"ERAII
KOITAWE SEL,ATAN,

SAIANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI-ATAN TAHUN 2019 NOMOR o2

I
H.

PARAF KOORDiNASI
INSTANSI PARAF

1 _-M^l
_tr_NA. Or1rtd-

4Dto LEtrr 4
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LAMPIRAN PERATI'RAIT BIIPATI KOITAWT SELITTAN
NOIIOR I o, TAlrrN 2O,:9
TAITGGAL . 2? tAl,AP{ 2ot9
TEITTAIIG : PEIX)UAIY PENGEL'OLIIAN XDUAITGAN DESA DI

I(ABI'PATEIV KOTAWE SEI"ATAIT.

FORI}IAT PENGEIPLAAN I(EUANGAIT DESA

ilo URAIAN KET.
1 2 3

1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
a. Rencana Kegiatan Dan Aggaran Form. A.1
b. Rencana Keria Kegiatan Desa Form. A.2
c Rencana Anggaran Biaya (RAB) Form. A.3

2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPAI
-. Rencana Kegiatan Dan Angqaran Perubahan Form. B

3. Rencana Anggaran Kas Desa Form. C
4 Buku Pembantu Kegiatan

a. Buku Kas Pembantu Kegiatan Form. D.1
b. Buku Pembantu Keg1atan Peneimaan Swadaya

Masyarakat Form. D.2

5
Lap. Perkembangan Pelaksanaan Kagiatan dan
Anggaran Form. E

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Form. F.1
b. Pernyataan Tanggungiawab Belanja Form. F.2

7
L^ap. Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dan
Anggaran Form. G

8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
-. Rencana Kegiatan Dan Anggaran Laniutan Form. H
Buku Kas Umum Form. I

10. Buku Pembantu Kas Umum
a. Buku Pembantu Bank Form. J.1
b. Buku Kas Pembantu Pajak Form. J.2
c. Buku Pembantu Panjar Form. J.3

11. Kwitansi Porm. K
t2 l.aporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama. Form. L

13
PERDES. Tentang LPJ Realisasi APB Desa Akhir Tahun
Anggaran

Form- M

a. l,aporan Keuangan Form. M.1.a
b. Laporan Realisasi APB Desa Form. M. 1.b
c. Catatan Atas Laporan Keuangan Form. M.1.c
d. Rincian Aset Tetap Desa Form. M.l.d
e. Laporan Realisasi Kgiatan Form. M.2
f. Program Sektoral, Program Daerah, dan Program

l.a.innya Yang Masuk Ke Desa
Form. M.3

PARAF KOORD1NASI

INSTi\NSl RAF

"tr. K/.rBAG H

4

nt,
3

H. DANGGA

9.

lekoA lJ)
tlq,-srr Dcnv f

If'A- Deno v
verz5. I .f6. I



Fonno;t. A: DPA
A.7. Format Rencana Keoiatan dwl Arwaaran

REHCANA KEGIATAI| DAN ANGGARAN
TAIIUN ANGGARAI{ 2O.....

Desa
Kecanatan
Kabupaten Konawe Selatan

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa, Kaur/Kasi.

)

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

diisi sebagaimana yang tercartum dala$ Penjabaran APE Desa sesuai tugas yang dilakssnakan oleh masing-
masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
diisi rencana penarikan anggaran untuk peLaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana
IGgiatan Anggaran yang diqjukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/buhn dalam baris jenis, objek,
dan rincian objek belanja
diisi rencana jumlal penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan.

)

Cara oenol.slan:
Kolom 1,2 3,4 dan 5

Kolom 6

KODE REI{ENING T'RAIAN

ANGGARAI{ RENCANA PENARIKAN AI{trcARAN {Rpf
JI'MLI\H

(RplJunlah
(Rpl Sumber dcb

.doh

+,
i)kc

=

d
l{A {)

E
E

F)
ab

d
nt!

+,A
{,o

oa,
J{
o

d.
oa

oi,
a

I 2 a 4 5 6 7

a b c a b c d

Kolom 7



A.2. Format Rencanq Kerja Keaiatan Desa
RTNCAilA ITER.'A KEGIATAIT DESA

TAIIUN | 2O,...
Desa
Kecanatan
Ilebupaten Konawe Selatan

Kepala Desa,

(

Keterangan:
* Merupakan dohtmen perencatutan Aang disustn saat pengusunan RI(P Desa

.,Tanggal...
Sekretaris Desa,

No
Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan

Lokasi Volume Satuan Biaya
(Rp)

Sasaran Waktu Pelaksanaan

Kegiatan

Tim yang
melak-

sanakan
kegiatan

Jumlah laki-
laki

Peremp-
uan A-RTM [Ir rra oi Mulai

Bidang
Sub

Bidang
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 t4 15 16 t7 18 19

1 Penyel. Pemerintahan Desa

Jumlah Per Bidang 1

2 Pembangunan Desa

Jumlah Per Bidang 2

3 Pembinaan Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

4 Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

5

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan
Mendesak Desa

(..........................)



A.3. Format Rencana Anggaran Biaga (RABI

RErtrcArYA ATYGIG}ARATV BIAYA (RABI
DESA KECAIUA.TAIT

TATIUN ANGGARAN 2O....

Bidang :

Sub Bidang :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan:

Rincian Pendanaan :

tanggal

Disetujui:
Kepala Desa

Kasi/Kaur

Cara penqisian:
1. Bidartg diisi derqan nomenklafitr bidang dan kode relcening sesrrai dengan

APB Deso.
2. &tb bidang diisi dengan nomenklatur $tb bidang dan kode relcening sesuai

APB Desa.
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatttr lcegiatan dan kode rekening seszai APB

Desa-
4. kolom 1 dii"si dengan nomor unfi.
5. kolom 2 ditsi dengan uroio;n berupa nncran kebufit?wn do;o;mkegiatan.
6. kolom 3 dii,si dengan uolume berupa iumlah orang/barang.
7. kolom 4 dii"si dengan ?wrga satuan gang mentpakan besaran unhtk

membagar.
8. Kolom 5 dii,si dengan iumlah perkalian antara kolom 3 dan kolom 4.

NO. URAIAN VOLTIME IIARGA SATUAIT
(Rp.l

JTIMLIUI
(Rp.l

1 2 3 4 5 =1jx4)

Jt ilILAII (Rp.l



formst. B : DPPA (Rencana Keqiatan dan Anqgaran Perubq.h.anl

Desa
Kecanatan
Kabupaten Konawe Selatan

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TATIUN ANGGARAN 2O.....

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

Kaur/Kasi.........

) )

I(ODE
RTNENING

URAIAN

SEMULA MENJADI RtNcAttA PENARII(AN ANGGARAN (Rpf

JUMLAH
(Rpl

ANGGARAN ANGGARAN
dcb

j
t)h

+,
{)k
d

=

k* tU

E
I
E

tx,
c;,
b0

nA
a,a

d
I
o

d.
o2

d
c,
a

,Jualab
(Rp.l

Sumber
Junlah

(Rp.l Sumbet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c a b c d



ForrnqL C : Rencana Angqaran Kas Desa

Desa
Kecanaten
I(abupaten Konawe Selatan

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

Cara oenalslo;n:
Kolom 1,2 3,4
Kolom 5

Kaur/Kasi

(. .)

Disetujui oleh
Kepala Desa,

diiai .$uai dengan Penjabaran APB Desa.
diiBi dengan:

- Pendapat&r diisi 9e3q6i rcncana wEltu penerimesn pendapatan baik yatrg berassl dqr.i infonDasi res6i maupun e3timasi waktu,
- Belanja dii8i sesuai rcncaaa pengeluaran berdasarkan DPA yaig di,ajukan oleh Kaur/IG8i pclalGana kegiatan Antgaran maupun

rcncana pergeluaran pengha6ilan tetap, untuk belar{a tulrjartan opcrasional aparatur Dcsa.
- Fernblayaan dii8i seaqai rcncana p€neridaan dan pengeluaran pembiayaan.

dibi juE{ah pencriman dan pengeluaran masing-hasihg itrm.

KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN

(Rp.l

PENERIDIAAN/ PENGELUARAN (RpI
JUMLAH

(Rplrict,
j
!,h

a,k
d
E

lrr(
(,
E

EIFr
ab

o
I
b0

+,g
tua

C;+,I
o

d,
o2

d
a,n

1 2 3 4 5 6

a b c a b c d

Kolom 6

RTNCANA ANGGARAN KAS DESA
TAIIUN AN(X}ARAN 2O.....



?onnat D : Brtlcu Pembantu Kegiatan
D.7 : Format Bulst Kas Pembanfii Keqiatan

Cara penqi.sian:

BUKU KAS PEMBAITTU KEGIATAJT
DE]SA.................... XECAMATAN.......... o..... e......

TAHUIT ANGGARAil .. o................. r.........

Kaur/Kasi

(

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom I
Kolom 9

; Disi dengan nomor urut;
; Drrisi dengan tanggal transalcsi;
: Diisi dengan nomor bukti transal<si;
: Diisi dengan uraian transalcsi;
: Disi dengan jumlah rupiah gang diterima dari Kas Desa;
; Ddisi dengan jeni,s pengeluaran belanja batang dan ja.sa;
: Diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal;
; Disi dengan jumlah rupiah Aang dikembalikan ke Kas Desa;
: Disi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

No. Tanggal
Nomor
Buktt Uralan

Penorlmaarr
Kas
(Rp.l

Pelgeluaraa
(Rp.l Pengemballan

ke Kaa llesa
(Rp.l

Saldo
Kar
(Rp.l

Belaqfa
Barang daa

Jasa

Belaqfe
Modal

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pindahan Jumlah dari halaman
sebelumnya

JumIah
Total Penerlmoan Total Pengeluanwn

Total Pengeluavdn + Sald,o Kas



D.2 : Fqrmat Ehtlcu Pembanfit Kegiatan Penerimaan $ladaua Masuaraka!

BUKT' PEMBAITTU KTGIATAIT PENERIMAAIY SUIADAYA MASYARAKAT
D8S1A.................... KECAMATAN.......................

TAHUI{ ANGGARAII ............................,.

Kaur/Kasi .......

Nama tan

Cara pe?obian:
Kolom 1 : Disi dengan nomor urut;
Kolom 2 : Diisi dengan tanggal transalcsi;
Kolom 3 : Disi dengan nomor bulcti transalesi;
Kolom 4 ; Dr"si dengan nama/sumber pemberi banfiian dan jenb bantuan;
Kolom 5 : Dii"si dengan jumlahuang Aang diberikan;
Kolom 6 : D.d,isi dengan wlume jenis barang/tenaga;
Kolom 7 ; Diisi dengan nomor bukti setor/ pemberitahuan kepada bendahara;
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rupiah sebesar saldo Aang lwrus dikembalilcan ke Kas Desa.

(

Penerimaan

No. Taoggal I{omor
BuLtt Uralan Saldo Kas

(Rp.lUang (Rp.l
Barang/
Tenaga

(Volumol

Ifomor Buktt
Sctor ke Kas

Desa

1 2 3 4 96 7 8

Pindahan Jumlah dari halaman
sebdg4q4ya
Jumlah
Total



Fornrat. E : Laporan Perkembangan Pelalesanaan Kegiatan Dan Anggaran.

LITPORAN PERKTMBANGAN PTLAKSANAAN KEGIATAN DAN AITGGARAN
Bulan Tahun

Desa
Kecanatan

: Konawe Selatan

Kaur/Kasi......

Caru Detwisi,,tL
Kolai,e I don2 : Diisi dengan lcode rekening;
Kolora 3 : Diisi ilengan biilotrg, stb bidang, tlan jettis kcgiatan sebqginana Aarq tErcantum daldm penjdbqron APB Desa;
Kolon 4 : Djisi whtnt leegiolan yang diencaralan;
Kolam 5 : Diisi sohtan wfume:

- Jembqtqn/bangunatu/bamtq qt@u wng sejeniangq - unit;
- Jqlan / ifuasi/ dtaitt se atau gdng sqjenisnya = tr\
- Kegiatan ttotl- I'sik-pa*Et.

Kolom 6 : Diisi judah q.r.ggaran gang direnranakau
Kolon 7 : Diisi wh,me leegiotan yang bfiealisdsi sarnpdi dengan s(l,,t int
Kolan 8 : Diisi sdtan wfuite yang teteattso.si sampai dengon sao,t ini;
Kolon 9 : Diisi dengan jumloh dana Aqng digunnl@n;
Kolon 10 : Dj6i dengan persentase @paian kegiataft d,an onggaron gang digutalczry
Kolom 11 : DiLsi deigat lBngunaaa Dana Deso., (DD);
Kobm 12 : Diisi dengan peng@naan ddra dari Al,.kasi Dane Desa (ADD);
Kolom 13 : Diisi dengen pen4gunaor, dona dad sumber lain selain DD d.on AD\
I<olom 14 : D,isi dengan paigganaan bdnh)an garv Mak bentpa uang.

OUTPUT Sumber Dana
Rencana Realisasi Sampai Saat IniUraian

Volume Satuan Anggaran
(Rp.) Volume Satuan

Kode Rekening
Anggaran

(Rp.l
Capaian

%t

Dana
Desa
(Rp.)

Alokasi
Dana Desa

(Rp.)

Lain-
Lain
(Rp.)

Bentu
k Lain

2 3 4 5 6 7 8 91 10 11 12 13 L4
ca b c a b d

Jumlah



Fonnat. F : SPP
F.1 : Eorywt$4rat Peryrdntaan Pembauoran (SPP)

Bidang :

Sub Bidang :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa,

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

SI'RAT PERilIITTAAIT PEDIBAYARAII (SPPI
DESA ........................ KtCAilATAIy

TAIII'il AIYGGARAN 2O....

tanggal

Kasi/Kaur......

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan

Pefitnfuk pengisian:
1. Bidang diisi nomenklafitr dan kode rekening sesuof APB Des;
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklafiir kode relcening ses-uaf APB Desa;
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode relcening sesuaf APB Desa;
4. Kolom 7 : dengan nomor urut;
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sestai rencatlolcegiatan;
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagru dana sesuai dengan rencona lcegiatary
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah arWgaran Aang telah dibagar

sebelumnga;
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian Aang dimintakan unfiik dibagar;
g. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat int
7O. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

ilo. URAIAIT
PAGU

ANGGARAIY
(Rp-l

PENCAIRAIT
s.D.

YG LIILU
(Rp.l

PERUIIYTAAIT
SEKARAIYG

(Rp-l

JT'ULITH
SATPAI
SAAT INI

(Rp.l

SISA
DAIYA
(Rp.l

1 2 3 4 5 6 7

JT]MI.AII



F.2 : Pemuataan Tangaurw Jawab Belania.

PERIYYATAAN TAITG}GUNEnIAWAB BELANJA
DESA ........... KtCAtrA'rAN

TAHU!{ NIGGARA}I 2O....

Bidang :

Sub Bidang :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

......,Tanggal
Kasi/Kaur

Cara petwisian:

1. Bidang diisi nomenklafir dan lcode rekening sesuai APB Des;
2. S1b Bidang diisi dengan nom.enklatur kode releening sesttai APB Desa;
3. Kegiatan diisi derryan nomenklatur lcode relcening seszai APB Desa;
4. Kolom 7 : dengan rwmor untt;
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembagaran Aang ada dibttkyi belanja;
6. Kolom 3 : dii.si denganuraian lceperluan belanja;
7. Kolom 4 : diisi denganiumlah belanja;
8. Baris jumlah dii.si iumlah lceseluntton

NO. PENERIUA URAIAN
JI'ULIIH

(Rp.l
I 2 3 4

JIIALAII Bp.)



Forntat. G : Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Keaiatan Dan Angaaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KPGTATAN DAN ANGGARAN
Bulan Tahun......

Dera
Kecamatan
Kabupeten Konawe Selatart

Kode Rekening Uraian

OUTPUT Sumber Dana
Rencana Realisasi Dana

Desa
(Rp.)

Alokasi
Dana Desa

(Rp.)

Lain-
Lain
(Rp.)

Bentuk
LainVolume Satuan Anggaran

(Rp.l Volume Satuan Anggaran
(Rp.)

Capaian
(o/ol

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11. 12 13 1.4

a b c a b c d

Jumlah

Kaur/Kasi

@ra perwisiat:
Koltm 1 dan2 : Diisi dengan kode releznitg;
Kolom 3 : Disi den4ea bid,ang, sub Udong, dan jenia kegiatan sebagimanq. gqng tet@ntum ddlan penjabaran APB Desa;
Kolotu 4 : ,disi uobtnc kegiatan gar.g diren@nakqn;
Kobm 5 : Diisi so,h)arl whtnv:

- Jenhdat /bafig ianlbqrang qtd) gang sejenisngd - unit;
- Jdanlwasvdi@in4se atau Aqng sejenisnga = 14
- Kegiatarl flin ftsk-Wket.

Kolotu 6 : Diisi jumlah anggorua gang direflenakary
Kolan 7 : Diisi wh,tnc lcegiatan adng tf,'',ealisosi;
Kolom 8 : Diisi so,tuafl wfurre yang terealisasi;
Itolo'la 9 : Dibi dengan jwiah dana gang diguntkan;
Kolan 10 : Diisi dengan persentose upaian l<egiatan d.an angganan gang digunakqrx
Kolom 11 : Dii,si dengan pengunaan d.ana d.qri Dana Desa (DD);
Kol,,m 12 : Diisi dengan pen4gtnaan d.orla d.ari Alnkasi Dana Deso. (ADD);
Kolom 13 : Diisi dengon pengguraan dqra dari sunber lain selain DD d.arl ADD;
Kolom 14 : Diisi deng@L penggunaan bo,nb)an gqig taak berupauaflg,



Forrmat. H : DPAL (Format Rencana Keaiatan Dan Anagaran Laniutanl.

RENCAilA KEGIATAN DAN AIYGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN

Desa
Kecamatan

Konawe Selatan

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

)

Kaur/Kasi.........

(

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

Realisasi Lanjut44Anggaran Anggaran Penarikan Aneearan (Rp.)
Uraian Jumlah

(Rp.)
Sumber Jumlah

(Rp.) &

Volume
Kegiatan

f^t

JumlaI
Anggaran

(Rp.)

Waktu
Penyele-

saian
(Hari)

Kode Rekening
Jan. Feb. Mar Jumlah

4 5 6 71 2 3 8 9 10 11 12 13 14
a b c a b c d

Keterangan : Diisi unfuk kegiatan Aqng dilanjutkan saia



Dormo;t, I : Bulcu Kas Umum

Kecamatan
Kabupeten Konawe Selatan

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

BUKU KAS I'MUM
DESA ............i...........

TAHUN AIY(X}ARAN 2O...

Kaur Keuangan,

(

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

Carq Pensisia\ :
Kolo/r' 1 : Diisi dengan nomor urut l@rleriflond arau pengefuarary
Kolor,4 2 : Diisi dengantanggal peneriflzan dtdu pengeh)amn;
Kolon 3 : Disi den4arL kode rellening penerimaan dan pengehfiian sebagqimorla. tertEra ddldm penjabdrun APB Desa:
Kolan 4 : Diis d.enganuraia.n trdnsalesi penerina.an otau pengeh.eran sebqgoiitnno. tertera. dalam penjabaran APB Desa;
Kolom' : Diisi dengan jumlah rupiah peneimaary
Kolom6 : Dibi dengan jumlah tupizh pengetuarun;
KolonT : Diisi dengan twmor buLti transqksi;
Kolom' : Diisi dengan nEtto transoksi;
Kolom9 : Diisi d.engan saldo la,s,

(

No. Tgl. KODE REKENING I'RAIAI{ PEITERIMAAIS
(Rp.l

PENGELUARAN
(Rp.l NO. BUKTI ltEno

TRAIISAL$ Bp.l
SALDO

(Rp.l
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2
a b c a b c d

&TMI.AIT Rp. Rp. Rp Rp



Fonnat. J : Brtkl.t Pembantu Kas Umum
J.l : Format Bukt Pembantu Bank

DESA
BUKU PEMBANTU BANK

I{DCAMATAN ....r.........................
TAIIUN ANGGARAI{ 2O....

BULAN :

BANK CABANG :

REK. NO. :

....., Tanggal
Kaur Keuangan

Cara Penaisian:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut pema.sukan dan pengeluaran Bqnk
Kolom 2 diisi dengan tanggal transalcsi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transalcsi pemasulcan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan btkti transalcsi.
Kolom 5 diisi dengan pemasulcan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasulcaniumlah bunga banlc.
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikqn.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaga administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

No
TANGGAL

TRAITSAKSI
URAIAN

TRANSAKSI
BUKTI

TRANSAKSI

PEMASUKAN PENGELUARAN

SALDOSBNORAN
(Rp.l

BUNGA BANK
(Rp.l

PENARIITAN
(Rp.l

PA"IAI(
(Rp.l

BIAYA
ADMINISTRASI

(Rp.l
1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

rcTAL ?RTAIS/TTSI BUI.AN INI
T1OTAL TRAIVSATSI KI'MUI.ATIF



J.2 : Format Bttkt Kas Pembantu Pajak.

BUKI, KAS PEMBANTU PA"'AN
DESA ........................ I{ECAMATAN o................o.oo.............

TATIUN AITGGARAN 2O....

No TANGGAL URAIAN PEMO?ONGAN
(Rp.l

PEITYETORAN
(Rp,l

SALDO
(Rp'l

1 2 3 4 5 6

JUMI.AH

......, Tanggal
Kaur Keuangan

Cof,a Penoi.sian :
Kolom ldiisi dengan nomor urut penerimaan (dari pefiatongan pajak) atan pengefuaran (dari pengetoran pajak);
Kolom2 arii.si dengan tanggal penerimaan o,tq,u trEngehtarary
Kolam 3 diisi dengan umian peneimaan ka.s atan pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas,
Kolom5 dii.si deng@t jumlah rupiah pergefuaran ka,s.
Kolom 6 diisi dengan saldo bulqt kas bend.ahara.



J.3 : Format Bulu Pembantu Paniar.

BT'I(U PEMBANTU PAITJAR
DESA ..........o............. KECAMATAN o.................................

TATIUN AN(X}ARAN 2O....

NO. TANGGAL
NOMOR
BUKTI URAIAN PENERIMA PEilIBERIAN

(Rp.l
PERTANGGUNGT'AtrIABAN

PANTIAR sALDo (Rp.l

1 2 3 4 5 6 7 8

Tanggal
Kaur Keuangan

Cara Penqi.sian:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 diisi dengan tanggal transalcsi;
Kolom 3 dii"si dengan nomor bukti trqnsalcsi;
Kolom 4 diisi nama/ sumber pemben banhtan dan jenb banfitan;
Kolom 5 diisi dengan jumlahuang Aang dibeikan;
Kolom 6 diisi dengan uolume jenis barang/tenaga;
Kolom 7 diisi dengan nomor buldi setor/pemberitaluan kepada bendahnra;
Kolom 8 dii"si dengan jumlahrupiah sebagai saldo Aang lwnts dikembalikan ke kas Desa.



Forrnat. K : Kwitansi

Kuitansl Pembauaran

Kantor Desa

Kecamatan

Kabupaten

(Nama Desa)

(Nama Kecamatan)

Konawe Selatan

Tanda Bukti Pengeluaran UanB

Telah Terima Dari Kaur Keuangan Desa (Nama Desa)

Uang Sebesar Rp. (JumlahDalam ArWlca,)

( Jumlah Dalam IIurufl

Sebagai Pembayaran

, 20

Yang Memberi, Yang Menerima

(. ) ( )



PonruL L : Laporan Pelaksanaan APB Desa semester pertama.

LIIFORAIT PELIIKSAITAAIT
AIYGGARAIY PEIYDAPATAIT DAN BEI"ANJA DESA

SEUESTER PERTATA
PE}IERIITTAII DESA.....

TAHI'IY ANGGARAN 2O....

KODE REKENING URAIAI{ A.trGGARAIY
(Rp.l

REALISASI
AN(X}ARAIT

(Rp.l

SUMBER
DANA

1 2 3 4 5 6
a b c a b c d

Tanggal
KEPALA DESA

TTD

&tg;to;n:
Kode Relcenilq Mengihtti Format dalam APBDesa



FonnaL M : PERDBS. Tentana LPJ APBDesa Akhir Tahun Anooaran

I(ABT'PATEIT KOITAUE SEL/ITAIT
I(ECAM.C.TAIIT

PERATT'RAIT DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
LIIPORAIT PERTAIYGGT'NG'AWABAIV RIALISASI
AITGGARAIT PENDAPATAN DAIT BEL/IJTJA DTSA

TATIUN AITGGARAN 2O....

DEITGAIT RAHUAT TT'HAIT YAITG UAIIA ESA

KtPALll, DESA ..............................,
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 2O... tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten
Konawe Selatan, Kepala Desa menyampaikan la.poran
Pertanggungiawaban Realisasi APB Desa setiap akhir
tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungiawaban
Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2O....

Menimbang

tengingat

Menetapkan

.......; Dst.

1

2
t

3.
4.

Dengan Kesepakatan Bersama
BAI)AN PERMUSYAWARATAIT DESA

UEUUTUSI(AN
PERATT'RAN DESA ........................ TENTAITG LIIPiORAIT
PERTANGGTIITGJAWABAIT REALISASI AITGGARAIT
PEITDAPATAIT DAIT BELIIITJA DESA TAHI'IT AIVGGARAIT
20.....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Surplus/Defrsit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.

Rp.
Rp. ............................



Pasat 2
Uraian lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum
dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. L,amp. I : a. Laporan Keuangan;
b. Laporan Realisasi APBDesa T.A. 2O....;
c. Catatan atas laporan keuangan;
d. Rincian Aset Tetap Desa.

2. Lamp. II : [.a.poran realisasi kegiatan akhir tahun.
3. La.mp. III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan

program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3
Lampiran-lanpiran sebagaimana dimaksud Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasd 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangari Peraturan Desa ini dalam kmbaran Desa
dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal 20

I(EPALI\ DESA

aaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Diundangkan di
pada tanggal, 20

Sekretaris Desa .............,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

lrmbaran Desa Tahun 2O....... Nomor.....-..



Fonnolt. M.7 : Laporan Keuangan.
M.7.a : Laporan Keuangan

la,poran Keuangan
Pemerintah Desa ..................
Kecamatan
Ihbupaten Konawe Selatan

Tahun 2()....

Daftar Isi

I. I.aporan Realisasi APB Desa
il. Catatan Atas Laporan Kuangan

A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian la.poran Keuangan
C. Rincian Pos [.a.poran Realisasi Anggara.n

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
2. Pendapatan Asli Desa
3. Dana Desa
4. Bagran Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5. Alokasi Dana Desa
6. Bantuan Keuangan Provinsi
7. Bantuan Keuangan Kabupaten
8. Pendapatan Lain-lain
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1 1. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
12. Belanja Bidang Pemberdaya.rn Masyarakat Desa
13. Belanja Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat,

Mendesak
14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi
15. Belanja Desa Dalam Klasi{ikasi Sub Bidang (Fungsi)
16. Pembiayaan
17. Aset Desa
18. Penyertaan Modal Desa

Lampiran Rincian Aset Tetap Desa

Hlm.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

dan

l,amp. I:PERDES.....
Nomor : ...... Tahun 20...



M.1.b : Laporan Reali.sasi APB Desa

IltcAtrATAlt ...,..,...o.....,.........
I(ABUPATEN KONAWT SELATAN

TAIIUN ANGGARAN 2O.,.

LAPORAN REALISASI APB Deea
PEMERIilTAH DESA

PEITDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Transfer

Dana Desa
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten

Pendapatan Lain-lain
JUMLATI PENDAPATAN

BELANJA
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak

JUMLAII BELANJA
SRPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAIT
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

PEMBI.AYAAN NETO
SILPA TNIUN BER.'ALAN

Ref

C.9 dan C.15
C.10 dan C.15
C.11 dan C.15
C.l2 dan C.15
C.13 dan C.15

c.14

c.15

Anggaran
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

(Lebih)/Kurang
(np.)

c.2

c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8

aaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa

aaaaaoaaaaoaaaa

oaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaoaa

aaaaaaaaaaaaaaa

.......aaoaaaaa

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. a a

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Aang merupakan bagian Aang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



M.7.c : Catatan Atas Laporan Keuanaon

Kecamatan
Ihbupaten Konawe Selatan

Tahun Aagraran 2O...

A. Informasi Umum
Pemerintah Desa merupakan Desa di Kecamatan
Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati No. .......... Tanggal,
saat ini kepengurusan pemerintahan Desa
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur. Keuangan : ...............
Alamat Kantor Desa

B. Dasar Penyajian la.poran
Laporan Keuangan Desa berupa l,aporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar
harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja
dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha
b. Hasil Aset
c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
d. Lain-lain PADes yang sah

Anesaran Realisasi (Lebihl/Kurane

3- Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan
Dana Desa selama tahun anggaran 20... adalah sslagai berikut:

Ansearan Realisasi (lcbih)/Kurane
Tahap I
Tahap II
Tahap III

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
adalah sebagai berikut:

Anssaran Realisasi fiebih]/Kurang
Tahap I
Tahap II
Tahap III

5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:

Anssaran Realisasi firbih)/Kurane
?ahap I
Tahap II
Tahap III

Catataa Ates Laporaa 66tr4ngaa
Pemerlatah Desa ...........................

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
l. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 20....
Mutasi Potongan Pajak
-. Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Ifus Negara
-. Penerimaan Potongan Pajak tahun zrnggarzrn berjalan
-. Setoran Pajal< ke Kas Negara selama taltun anggarainbr.lqaian
-. Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember 20...



6. Bantuan Keuangan Provinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai
beikut:

Anqaran Realisasi fl.ebihJ/Kurane

7. Bantuan Keuangan Kabupaten
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten
sebagai berikut:

Anemran Realisasi

adalah

(kbihl/Kurane

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan t ain-lain terdir dari:

Ansqaran Realisasi (Irebih)/Kurane
-. Penerimaan dari hasil kerjasama antar

Desa
-. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa

dengan pihak ketiga
-. Fenerimaan dari bantuan perusahaan yang

berlokasi di desa
-. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
-. Koreksi kesralaham bel,anja tahun-tahun

anggar€rn sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas desa

-. Bunga Bank
-. Lain-lain pendapatan yang sah

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

-.BelanjaPeawat * X*
(Lebih)/Kurane

-. Belanja Barang dan Jasa
-. Belanja Modal

1O. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Angearan Realisasi fl,ebih)/Kurang
-. Belanja Ba-rang dan Jasa
-. Belanja Modal

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

-ffffij:flffi*danJasa ffi * (Lebih)/Kurans

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakata Desa terdiri dari:

Angearan Realisasi (kbih)/Kurane
-. Belanja Barang dan Jasa
-. Belanja Modal

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2OxL, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan
bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

Anesaran Realisasi (kbihl/Kurane



14. Belanja Desa dalarn klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Ansqaran Realisasi
Belanja Pegawai

-. Penghasilan Tetap dan Trrnjangan
Kepala Desa
-. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
-. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat
-. Dst.

Belanja Barang dan Jasa
-. Belanja Barang Perlengkaan Kantor
-. Belanja Jasa Honorarium
-. Belanja Oprasional Apa-ratur Desa
-. Dst.

Belanja Modal
-. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan
Alat berat
-. Etelanl'a Modal Gedung dan Elangunan
-. Belanja Modal Lainnya
-. Dst.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Dst.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Dst.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Dst.

Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
-. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
-. Sub Bidang Kedaan Darurat
-. Sub Bidang Keadaan Mendesak

(Iebihl/Kurane

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Anqsaran Realisasi (Iebih)/Kurane

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Sub Bidang
-. Dst.



16. Pembiayaan
Jumlah neto pembiayaan Tahun Anggaran 20.... Adalah sebagai berikut:

AneEaran Realisasi (Lebih)/Kurane
-. Penenmaan Pembiayaan
-. Penerimaan Pembiayaan

-. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

dipisahkan

-. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan

17. Aset Desa
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

20 20 Penalnr'fusjl rrl
(Pengurangan)

Tanah
Peralatan
Gedung dan Bangunan
Dst

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifrkasi diatas dapat dilihat pada
lampiran...

18. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa adalah sebagai berikut:

20.... 20...

BUM Desa
BUM Desa

Penambahan/
(Pengurangan)

19. Dan seterusnya



M.1.d : Rincian Aset Tetap Desa

pEluERrNTAIr DESA .......... o.......... t.........
KECAIUATAIT KABUPATEN KONAWE SELATAN

RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2O..

No. KIas Aset daa Nama/Identttas Aset ?etap
Bukti Kepemllikan Kode

Aset
Tetap

Tahun
Perolehan

Nilai
Perolehan

Kondlsl
Aset

Tetap*l
Ket.

Jenls Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Tanah
1. Tanah Persil A, Luas. M2
2. Tanah M2
3. Dst

I Gedung dan Bangunan
1

2......,
3. Dst.

III Kendaraan
1

2
3. Dst

IV Dst.

Total Niai Aset Tetap Per 31 Desember 2O...
*) Diisi Dengan Baik (B), Rtsak Ringan (RR), Rusak Berat (RB)



Dortnoit, il1.2 : Laporan Realisasi Keaiatan

DESA
KECAIVIATAI'I
I(ABUPATEN
PROVINSI

LAPORAN REALISASI I{EGIATAN
PERIODE 01 JAIVUARI - 3(, JUNI (SEMESTER PTRTAMAI/OT JANUARI - 31 DESEMBTR*}

TAHUN AN(X}ARAN 2O,..

[amp. II : PERDES
Nomor : ...... Tahun 20...
Tentang : LPJ Realisasi APB Desa T.A 20.,

Kode
Rekenlug Uralan Nama

Output

Output Sumber Dana
Rencana Reallsasi Dana

Desa
(Rp.l

Alokast
Dane Desa

tRp.l

Laln-
Laln
(Rp.l

Bentuk
LalnVol. Sat. Anggaran

lRp.l
Vol. Sat. Anggaran

(Rp.l
C,apalan

lo/ol
1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14

a b c

Jumlah



Ketetunoa;n:
*) Pilih Salah Sahr

Catu Penqlslort Kolon:
Kolom 1 : Diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:

a. Kode Rekening Bidang;
b. Kode Rekening Sub Bidangi dan
c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 : Diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam
APB Desa yang telah dilaksanakan.

Kolom 3 : Diisi nama output dari kegiatan

Kolom 4 : Diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 ' :tfHl*Hi;l1?Lan/barang atau yans sejenis = unit
- Jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- Kegiatan non fisik-paket-dll

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.

Kolom 7 : Diisi volume kegiatan yang terealisasi.

Kolom 8 : Diisi satuan volume.

Kolom 9 : Diisi realisasi anggaran yang digunakan.

Kolom 1O : Diisi dengan progres prosentase capaian.

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD).

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana
selain DD dan ADD.

Kolom 14 : Diisi dengan sumbanganlswadaya masyarakat dan/atau pihak
lain yang tidak berbentuk uang.



FonnaL il.3 : hogram Sektoral hogram Daeraly dan hogram Lainnga Yang
Mastk Ke Desa

L^a.mp. III : PERDES
Nomor : ...... Tahun 20...
Tentans LPJ Realisasi APB T.A 20..

PROGRAII SENTORAL, PROCRAII DAERAIr,
DAN PROGRAU LIUMYYA YAIYG MASUK KE DESA

DESA
KBCA}IATAIT
I(ABUPATEIT
PROVIIISI

.24.
Kepala Desa

)

No. Program
Kegiatan Anggaran

Jenis Lokasi VoI. Sat. Jualah Sumber
Derre

1 2 3 4 5 6 7 B


